BERITA ACARA
EVALUASI INDIKATOR KINERJA UTAMA
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2025

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Sembilan bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di Bappedalitbang, telah dilaksanakan
Evaluasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dihadiri oleh Pejabat yang menangani SAKIP, dengan hasil perubahan

sebagaimana terlampir.
Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan

perubahan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
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DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
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Instansi

Tujuan

Indikator
Tujuan

Tugas

Fungsi

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo

: Tenaga Kerja yang Kompeten dan Berdaya Saing serta Peningkatan Produktivitas Sektor Industri

: 1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

2. Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB

Melaksanakan tugas di bidang Perencanaan dan pembangunan industri, pengendalian izin usaha Industri Daerah, pengelolaan sistem informasi industri nasional,

. perencanaan tenaga kerja, pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja, hubungan industrial, perencanaan kawasan transmigrasi, pembangunan kawasan

transmigrasi, pengembangan kawasan transmigrasi

: 1. Perencanaan dan pembangunan industri, meliputi penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri daerah

2. Pengendalian izin usaha Industri Daerah, meliputi Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri
(IUKI) dan lzin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Daerah;

3. Pengelolaan sistem informasi industri nasional, meliputi Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IU1, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan
Daerah;

4, Perencanaan tenaga Kerja, meliputi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK);

5. Pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja, meliputi : pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta, perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja; dan
pengukuran produktivitas tingkat Daerah.

6. Penempatan tenaga kerja, meliputi : pelayanan antar Kerja di Daerah, penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1(Satu)
Daerah, pengelolaan Informasi Pasar Kerja, perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah; dan penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja

dalam 1 (satu) Daerah.

7. Hubungan industrialmeliputi : pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1
(satu) Daerah; dan pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di Daerah.

8. Perencanaan kawasan transmigrasi, meliputi pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi;
9. Pembangunan kawasan transmigrasi, meliputi penataan persebaran penduduk yang berasal dari 1 (satu) daerah; dan

10. Pengembangan kawasan transmigrasi, meliputi pengembangan satuan permukiman pada tahap kemandirian.
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